BUPATI REMBANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

Mengingat

KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai

dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara
kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran
berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun
Anggaran 2014;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014.

. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Tahun 1945;
.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3988) ;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



10.

11.

12.

13.

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan  Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan  Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang
Perubahan Keenambelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor
7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
24);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574) sebagaimana telah diubah
dengan  Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54
Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); Peraturan
Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
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23.
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Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4855);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan
Perundang-undangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun
2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor
46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 61);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun
2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 99
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor
72);
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32.
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Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang
(Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor
2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor
81);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun
2014 Nomor 1)

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014 (Lembaran
Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun
2014 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun
Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang
Tahun 2014 Nomor 2 ).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Menetapkan :

dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2014



Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang
Tahun Anggaran 2014 dengan rincian sebagai berikut :

1 Pendapatan Daerah

a. Semula Rp.1.211.845.936.969,00
b. Bertambah Rp. 122.210.800.500,00
Jumlah Pendapatan setelah
perubahan Rp.1.334.056.737.469,00

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp. 1.332.831.681.650,00

b. Bertambah Rp. 157.147.372.526,00
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp.1.489.979.054.176,00
Defisit (Rp. 155.922.316.707,00)

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan

1). Semula Rp. 124.395.744.681,00

2). Bertambah Rp. 42.690.572.026,00

Jumlah Penerimaan setelah

perubahan Rp.167.086.316.707,00
b. Pengeluaran

1). Semula Rp. 3.410.000.000,00

2). Bertambah Rp. 7.754.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 11.164.000.000,00

(-)
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan  Rp.155.922.316.707,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun
Berkenaan. Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula Rp.139.991.163.200,00

2. Bertambah Rp. 33.153.783.139.,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah

perubahan Rp.173.144.946.339,00

b. Dana Perimbangan

1. Semula Rp.791.922.055.000,00

2. Berkurang (Rp.  1.806.193.349,00)

Jumlah Dana Perimbangan setelah

perubahan Rp.790.115.861.651,00



c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
1. Semula Rp.279.932.718.769,00
2. Bertambah Rp. 90.863.210.710,00
Jumlah Lain-lain pendapatan daerah
yang sah setelah perubahan Rp.370.795.929.479,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri atas jenis pendapatan:
a. Pajak daerah
1. Semula Rp. 31.217.000.000,00
2. Bertambah Rp. 1.599.917.000,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp.32.816.917.000,00

b. Retribusi daerah

1. Semula Rp. 29.894.110.000,00
2. Bertambah Rp. 8.950.963.000,00
Jumlah retribusi daerah setelah
perubahan Rp.38.845.073.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1. Semula Rp. 3.683.275.000,00
2. Bertambah Rp. 2.538.929.000,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan setelah
perubahan Rp. 6.222.204.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
1. Semula Rp. 75.196.778.200,00
2. Bertambah Rp. 20.063.974.139,00
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah
yang sah setelah perubahan Rp.95.260.752.339,00

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
atas jenis pendapatan:

a. Dana bagi hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan

Pajak

1. Semula Rp 29.539.334.000,00

2. Berkurang (Rp. 1.806.193.349,00 )

Jumlah dana bagi hasil Pajak/ Bagi Hasil

Bukan Pajak setelah perubahan Rp.27.733.140.651,00
b. Dana alokasi umum

1. Semula Rp.700.774.721.000,00

2. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah dana alokasi umum setelah

perubahan Rp.700.774.721.000,00
c. Dana alokasi khusus

1. Semula Rp.61.608.000.000,00

2. Bertambah Rp. 0,00

Jumlah dana alokasi khusus setelah

perubahan Rp. 61.608.000.000,00



4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c terdiri atas jenis pendapatan :
a. hibah
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah Rp. 709.270.000,00

Jumlah Hibah setelah perubahan Rp. 709.270.000,00
b. dana darurat -

c. dana Bagi Hasil Pajak, Pajak dari Provinsi
atau Pemerintah Daerah Lainnya
1. Semula Rp. 44.334.655.769,00
2. Bertambah Rp. 7.837.857.710,00
Jumlah dana Bagi Hasil Pajak, Retribusi dan Rp. 52.172.513.479,00
Bagi Hasil Lainnya setelah perubahan

d. dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1. Semula Rp.150.500.902.000,00
2. Bertambah Rp. 82.316.083.000,00
Jumlah dana Penyesuaian dan Otonomi Rp.232.816.985.000,00
Khusus setelah perubahan

e. bantuan Keuangan dari provinsi atau
pemerintah daerah lainnya
1. Semula Rp. 85.097.161.000,00
2. Bertambah Rp. 0,00
Jumlah bantuan Keuangan dari provinsi
atau dari pemerintah daerah lainnya setelah

perubahan Rp. 85.097.161.000,00
Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
a. Belanja Tidak Langsung
1. Semula Rp.767.567.955.200,00

2. Bertambah Rp. 93.425.670.450,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah
perubahan Rp.860.993.625.650,00

b. Belanja Langsung
1. Semula Rp. 565.263.726.450,00
2. Bertambah Rp. 63.721.702.076,00
Jumlah Belanja Langsung setelah Rp.628.985.428.526,00
perubahan

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri atas jenis belanja :
a. belanja pegawai
1. Semula Rp.694.987.479.200,00
2.Bertambah Rp. 76.442.775.650,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp.771.430.254.850,00




b. belanja bunga
1. Semula Rp. 37.000.000,00
2. Bertambah Rp. 0,00
Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 37.000.000,00

c. belanja subsidi

1. Semula Rp. 0,00
2. Berkurang Rp. 0,00
Jumlah belanja bunga setelah perubahan Rp. 0,00

d. belanja hibah
1. Semula Rp 31.820.751.000,00
2. Bertambah Rp. 13.072.594.800,00
Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp. 44.893.345.800,00

e. belanja bantuan sosial

1. Semula Rp 4.354.525.000,00

2.Berkurang ( Rp. 41.000.000,00)

Jumlah belanja bantuan sosial setelah

perubahan Rp. 4.313.525.000,00

=

belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa

1. Semula Rp. 35.368.200.000,00

2. Bertambah Rp. 3.951.300.000,00

Jumlah belanja Bantuan Keuangan setelah

perubahan Rp. 39.319.500.000,00
g. belanja Tidak Terduga
1. Semula Rp 1.000.000.000,00
2. Berkurang Rp. 0,00
Jumlah belanja Tidak Terduga setelah
perubahan Rp. 1.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri

atas jenis belanja:
a. belanja pegawai

1. Semula Rp. 77.402.425.500,00

2. Bertambah Rp. 16.991.470.700,00

Jumlah belanja pegawai setelah Rp. 94.393.896.200,00
perubahan

b. belanja barang dan jasa

1. Semula Rp.297.862.266.360,00

2. Bertambah Rp. 21.127.511.078,00

Jumlah belanja barang dan jasa setelah Rp.318.989.777.438,00
perubahan

c. belanja Modal
1. Semula Rp.189.999.034.590,00
2. Bertambah Rp. 25.602.720.298,00
Jumlah belanja Modal setelah perubahan Rp.215.601.754.888,00




Pasal 4
(1)

a. penerimaan
1. Semula Rp.124.395.744.681,00
2. Bertambah Rp. 42.690.572.026,00
Jumlah penerimaan setelah perubahan

b. pengeluaran
1. Semula Rp. 3.410.000.000,00
2. Bertambah Rp. 7.754.000.000,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan

(2)

pembiayaan:

a. sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)
Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah
1. Semula Rp.124.395.744.681,00
2. Bertambah Rp. 42.690.572.026,00
Jumlah sisa Lebih Perhitungan Anggaran
(SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya
setelah perubahan

(3)

jenis pembiayaan:

a. penyertaan Modal
Daerah sejumlah
1. Semula
2. Bertambah
Jumlah  penyertaan
Pemerintah = Daerah
sejumlah

(Investasi) Pemerintah
Rp. 3.355.000.000,00
Rp. 7.754.000.000,00
Modal (Investasi)
setelah  perubahan

b. pembayaran pokok utang sejumlah

Rp.

1. Semula Rp. 55.000.000,00
2. Bertambah Rp. 0,00
Jumlah pembayaran pokok utang

setelah perubahan

Pasal 5

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

Rp. 167.086.316.707,00

11.164.000.000,00

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis

Rp.167.086.316.707,00

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas

Rp.11.109.000.000,00

Rp. 55.000.000,00

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2014

sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

1. Lampiran] Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran II
Daerah dan Organisasi;

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
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(1)

(2)

Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran IV Rekapitulasi = Perubahan  Belanja  menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;

Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang
Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun
Anggaran ini;

Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi daerah; dan

Lampiran IX Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

Pasal 6

Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya
disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sekurang-
kurangnya memenuhi kriteria :

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah
dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka
pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Bupati menetapkan peraturan sebagai landasan operasional pelaksanaan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang
Tahun Anggaran 2014.
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Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 14 Agustus 2014

Plt. BUPATI REMBANG
WAKIL BUPATI

ttd

H. ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 14 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN REMBANG

ttd

HAMZAH FATONI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG, PROVINSI JAWA
TENGAH : (132/2014)
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